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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Banyak akademis yang 

mengidentikkan kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa (Hardiansyah,2018), kualitas 

pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang 

lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Aparat pelayanan hendaknya memahami 

variabel-variabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam agenda perilaku pelayanan 

prima sektor publik.  

Variabel dimaksud adalah (Sinambela,2011):  

a. Pemerintahan yang bertugas melayani  

b. Masyarakat yang dilayani pemerintah 

c. Kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik  

d. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih  

e. Resources yang tersedia dalam bentuk kegiatan pelayanan  

f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas  

pelayanan masyarakat  

g. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat  

h. Perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing 

telah menjalankan fungsi mereka. 

Variabel pelayanan prima di sektor publik seperti di atas dapat diimplementasikan 

apabila aparat pelayanan berhasil menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tujuan 

utamanya. Agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama terpenuhi, aparatur 



 

2 

pelayanan dituntut untuk mengetahui dengan pasti siapa pelanggannya. Kepuasan 

pelanggan yang dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan dalam pelayanan 

(Sinambela,2011). 

Kualitas menurut Fandy tjiptono (1995) Kesesuaian dengan persyaratan, Kecocokan 

untuk pemakaian, Perbaikan berkelanjutan, Bebas dari kerusakan atau cacat, Pemenuhan 

kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, Melakukan segala sesuatu secara benar, 

Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Ciri-ciri yang menentukan kualitas 

pelayanan publik tersebut antara lain Ketepatan waktu pelayanan, meliputi waktu tunggu 

dan waktu proses. Aksi pelayanan yang meliputi bebas dari kesalahan, Kesopanan dan 

keramahan dalam memberi pelayanan, Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya 

banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer, 

kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat 

pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain, Atribut pendukung 

pelayanan lainnya seperti ruangan ber-AC, kebersihan dan lain-lain. 

Pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan, sehingga menjadi salah satu 

hal utama yang menjadi sorotan, yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang 

komprehensif. Pelayanan publik menjadi ujung tombak interaksi antara masyarakat dan 

pemerintah yang dimana pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan. Dengan 

adanya tuntutan-tuntutan dari bidan untuk mendapatkan pelayanan yang prima, pemerintah 

mengupayakan pelayanan yang baik dan maksimal untuk memberikan kepuasan kepada 

masyarakat. Pelayanan publik yang prima harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan 

pelayanan, baik dalam pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah 

kabupaten dan kota. Menurut Miftah Thoha (1994), pelayanan publik merupakan suatu 

kegiatan yang harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 

mempersingkat waktu pelayanan dan memberikan kepuasan kepada publik. 
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Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Ogan Ilir No 24 Tahun 2020 tentang 

Pelimpahan wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

kepada Kepala DPMPTSP Ogan Ilir, menurut peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam 

melaksanakan wewenangnya DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir diwajibkan untuk 

berkoordinasi dengan OPD terkait dimana DPMPTSP bertanggung jawab secara 

administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada OPD terkait. 

Dalam PP Nomor 96 Tahun 2012 menyatakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

merupakan kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses 

pengelolaannya memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan 

secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Tujuan pokok yang ingin 

diperoleh, guna memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh 

layanan publik secara transparan baik dari sisi waktu, biaya, persyaratan maupun prosedur 

yang harus ditempuh. Layanan terpadu merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Dari hal ini prinsip transparansi, akuntabilitas, dan 

keadilan merupakan hal-hal yang ingin ditonjolkan dalam pelaksanaannya. Sebagai sebuah 

lembaga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kebutuhan sumberdaya manusia 

yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi serta mampu merespons permintaan 

masyarakat secara cepat, tepat dan akurat merupakan keniscayaan. 

Tujuan pokok yang ingin diperoleh, guna memberikan akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memperoleh layanan publik secara transparan baik dari sisi waktu, 

biaya, persyaratan maupun prosedur yang harus ditempuh. Layanan terpadu merupakan 

bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari hal ini prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan keadilan merupakan hal-hal yang ingin ditonjolkan dalam 

pelaksanaannya. Sebagai sebuah lembaga yang bersinggungan langsung dengan 
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masyarakat kebutuhan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas 

tinggi serta mampu merespons permintaan masyarakat secara cepat, tepat dan akurat 

merupakan keniscayaan. 

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ogan Ilir (DPMPTSP 

OI) merupakan Instansi pemerintah yang mengurusi masalah perizinan dan penanaman 

modal. Terdapat 48 pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan di DPMPTSP OI, 

dari 48 pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan tersebut, semuanya tidak 

dipungut biaya kecuali Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

 Tabel 1.1 Data Jumlah Pemohon (Bidan) Kabupaten Ogan Ilir 2018– 2022 

Tahun Jumlah Pemohon 

(Bidan) 

2018 (November & Desember) 5 

2019 422 

2020 250 

2021 144 

2022 302 

 

Dalam pelaksanaan pemberian izin praktek bidan tersebut, Jika dilihat dari data 

diatas maka mulai dari tahun 2018-2022 jumlah pemohon (bidan) yang ingin 

mengajukan izin praktek bidan menunjukkan adanya penurunan dan kenaikan yang 

signifikan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak pemohon (bidan) yang ingin 

mengajukan SIPB di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir sedikit terhambat yang mana 

syarat-syaratnya belum lengkap harus dikembalikan lagi. Dikarenakan minimnya 

informasi untuk mengurus surat izin praktek bidan, seperti ijazah yang belum di 

legalisir dan cap basah, Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat rekomendasi dari dinas 

kesehatan. Tentu hal ini bertolak belakang dengan teori pelayanan yang dikemukakan 

oleh (Parasuraman,1988:23) bahwa kualitas pelayan adalah refleksi persepsi evaluatif 
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konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu, kualitas 

pelayanan di lihat dari tingkat pentingnya pada dimensi-dimensi pelayanan. Maka 

faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu layanan yang diharapkan 

mampu diberikan oleh pihak perusahaan serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen 

atas jasa perusahaan. 

Gambar 1.1 Prosedur Pelayanan Pemberian Izin Praktek Bidan Melalui  

Aplikasi Sicantik 

Sumber: DPMSPTSP Ogan Ilir 

 

Adapun persyaratan perizinan untuk izin praktek bidan ialah sebagai berikut: 

1. Surat permohonan 

2. Fotokopi KTP 

3. Fotokopi KTP STR 

4. Fotokopi ijazah bidan 

5. Fotokopi izin bidan yang dilegalisir 

6. Surat sertifikasi uji kompetensi 

7. Surat keterangan dokter pengawas 
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8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi asli 

9. Surat keterangan badan sehat 

10. Pas foto 4x6 (2lembar) 3x4 (1 lembar) 

11. Bagi bidan praktek swasta (BPS) surat rekomendasi dari bidan penanggung 

jawab wilayah setempat (materai) 

12. SK pangkat terakhir di fasyankes/surat keterangan dari pimpinan tentang 

tanggal mulai bekerja/SK pegawai cap basah  

13. Bila ASN aktif melampirkan ASN pangkat terakhir keterangan bekerja 

(unit/instansi bekerja) di fasyankes milik pemerintah 

14. Fotokopi KTP izin Operasional fasyankes tempat bekerja 

15. Fotokopi KTP SIP yang lama bila mau memperpanjang atau fotokopi KTP SIP 

yang kesatu bila ingin membuat permohonan surat izin kedua 

16. Rekomendasi dari penanggung jawab wilayah setempat kepala puskesmas dan 

bidang koordinasi setempat  

17. Survei study kelayakan oleh tim teknis 

18. Membuat propisi tempat praktek (kecuali SIP bidan puskesmas dan bidan 

desa) 

19. Surat persyaratan memiliki tempat kerja difasilitasi pelayanan kesehatan atau 

tempat praktek 

Saat ini masalah pembuatan izin praktek bidan terkendala pada tim teknis, selain itu 

minimnya informasi untuk mengurus surat izin praktek bidan, seperti ijazah yang belum di 

legalisir dan cap basah, Surat Tanda Registrasi (STR) dan surat rekomendasi dari dinas 

terkait sehingga masyarakat yang ingin mengurus SIPB sedikit terhambat. Sistem 

pelayanan perizinan di Kabupaten Ogan Ilir dalam proses pemberian izinnya 

membutuhkan waktu 4-5 hari kerja tergantung kebutuhan izin yang sedang diproses. 
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Tentunya dalam mengajukan izin praktek bidan ini memerlukan waktu yang cukup lama 

sehingga dapat dikatakan proses pelayanan perizinan tidak efisien yang membuat proses 

pemberian izin praktek bidan menjadi terhambat. Dalam rangka mengatasi tantangan yang 

ada di daerah tersebut, maka harus di dukung oleh kemampuan pemerintah daerah, yaitu 

kemampuan dalam mewujudkan manajemen pelayanan publik yang prima, diantaranya 

dalam hal pelayanan perizinan. 

Dari observasi awal yang dilakukan, ditemukan beberapa masalah pada saat pelayanan 

pemberian izin praktek bidan, yakni dalam pengurusan pemberian izin praktek bidan, 

masyarakat yang ingin mengurus surat izin praktek terlebih dahulu tetap harus ke Dinas 

Kesehatan untuk memohon surat rekomendasi, dan pemeriksaan berkas-berkas nya, 

dikarenakan belum ada tim teknis di DPMPTSP sehingga menyulitkan para bidan untuk 

bolak balik ke Dinas kesehatan lalu ke Dinas Penanaman Modal lagi untuk mengurus Surat 

Izin Praktek Bidan (SIPB). Selain itu, Surat Tanda Registrasi (STR), ijazah yang belum 

dicap basah dan legalisir.  

Dalam melaksanakan manajemen pelayanan yang prima, pemerintah sudah memiliki 

dasar aturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal. Namun dalam menerapkan pelayanan yang prima, maka 

diperlukan pembanding dan patokan faktor dalam menganalisis suatu permasalahan. Ada 

beberapa penilaian atau faktor dari sebuah pelayanan sudah dinilai prima yaitu, berwujud, 

kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati (Parasuraman et al., 1988)  

Dari pembanding penelititan terdahulu, Harsono (Harsono, 2019) memfokuskan 

penilitian dengan menggunakan 3 aspek, Aspek kualitas pelayanan, Aspek Sumberdaya 

manusia, dan Aspek sarana dan prasarana. Berbeda dengan Setyaningsih (Setyaningsih, 

2013) dan Ashariyah & Suranto (Ashariyah & Suranto, 2017), fokus penilitian mereka 

pada kualitas pelayanan bedasarkan kepuasan dari pengguna layanan dari instansi yang 
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berbeda. Disisi lain, Puspitasari & Bendesa (Puspitasari & Bendesa, 2016) memfokuskan 

penelitiannya Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan publik. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi 

dalam pelayanan pemberian izin praktek bidan, diantaranya: masih banyaknya masyarakat 

yang ingin mengurus izin praktek bidan terlebih dahulu ke Kantor Dinas kesehatan untuk 

memohon surat rekomendasi, padahal segala koordinasi layanan administratif yang dimulai 

dari tahap pendaftaran, tahap penerbitan dokumen izin dilayani di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jadi dapat dikatakan adanya ketidakjelasan persyaratan 

masih dirasakan oleh beberapa bidan, sehingga memakan waktu dan biaya untuk bolak 

balik. Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Praktek Bidan Di Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ogan Ilir”? 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah 

yang akan dikaji oleh penulis yaitu Bagaimana Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Praktek 

Bidan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan 

Ilir? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Bagaimana Kualitas Pelayanan Pemberian Izin Praktek Bidan di Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat 

membantu perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya konsentrasi Manajemen 
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Sektor Publik dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun 

pihak lain yang tertarik ingin meneliti dalam bidang penelitian yang sama. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan kontribusi positif dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan. 

  



 

106 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Syakir Media Press. 

Ashariyah, N., & Suranto, S. (2017). Analisis Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman 

Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Pendidikan 

Administrasi Perkantoran-S1, 6(5), 468–475. 

Creswell, J. W. (2018). Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. SAGE 

Publications, Inc. 

Fikria. (2016). Permohonan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan 

Praktik Bidan Di Kabupaten Brebes. Jurnal Idea Hukum Magister Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2(2). 

Gaspersz, V. (2001). Total quality management. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 

Goetsch, D. L., & Davis, S. (1997). Introduction to total quality: Quality management for 

production, processing, and services. Prentice Hall. 

Harsono, B. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat. Public 

Administration Journal (PAJ), 3(1). 

Hayaza, Y. T. (2014). Analisis kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan kamar obat di 

puskesmas surabaya utara. Calyptra, 2(2), 1–13. 

Hendrawan, H., Rakhmat, R., & Nara, N. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Kabupaten Mamuju Tengah. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(2), 

162–176. 

Kotler, M. (2005). Neighborhood government: The local foundations of political life. 



 

107 

Lexington Books. 

Lumban Raja, E., & Oktamianti, P. (2022). Analisis Kebijakan Perizinan Tenaga Bidan 

Praktik Mandiri Di Provinsi DKI Jakarta : Sebuah Tijauan Naratif. Jurnal Ilmiah 

Indonesia, 7(1), 15. 

Mansyur, S. (2013). Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi 

Publik. Jural Academica FISIP Untad. 

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI press. 

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Nurlinawati, I., Rosita, & Sumiarsih, M. (2020). Mutu Tenaga Kesehatan Di Puskesmas : 

Analisis Data RISNAKES 2017. Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan 

Masyarakat, 1(1), 9. 

Parasuraman,  a, Zeithaml, V. a, & Berry, L. L. (1988). SERQUAL: A Multiple-Item scale 

for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. In Journal of Retailing. 

https://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00084-3 

Pasolong, H. (2010). Teori Administrasi Publik. Alfabeta. 

Puspitasari, N. L. P., & Bendesa, I. K. G. (2016). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung. E-Jurnal Ekonomi Dan 

Bisnis Universitas Udayana, 5(1). 

Rezha, F. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan 

Masyarakat (Studi Tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik 

(E-KTP) Di Kota Depok). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas 

Brawijaya. 

Rukayat, F. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan 

Masyarakat (Studi Tentang Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik 



 

108 

(E-KTP) Di Kota Depok). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas 

Sriwijaya. 

Setyaningsih, I. (2013). Analisis kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien 

menggunakan pendekatan lean servperf (Lean Service dan Service 

Performance)(Studi kasus rumah sakit X). Spektrum Industri, 11(2), 133. 

Tjiptono, F. (2004). Manajemen Jasa Edisi Ketiga. ANDI: Yogyakarta. 

  

(Fikria, 2016) (Mansyur, 2013) (Rukayat, 2013)  (Re zha, 2013)(Creswell , 2018)(Abdussama d, 2021) (Pasolong,  2010) 

  


